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PERATURAN BUPATI BEKASI

NCMOR -, 22 \s Tz 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya longsor pada Jalan
Pendekat Jembatan Kali Cipamingkis dan jebolnya tanggul kali
Citarum, maka diperlukan penanganan yang segera untuk
menghindari kemungkinan kerusakan yang lebih buruk dan
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi
Pemerintah Daerah dan masyarakat;

b. bahwa untuk penanganan kegiatan mendesak sebagaimana
dimaksud huruf a diatas, sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang mnenyebutkan
bahwa dalam kecadaan mendesak, Pemerintah Daerah dapat
menganggarkan pendanaan kegiatan mendahului penetapan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

e. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b diatas, maka perlu dilakukan pcrubahan
ketiga atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan kembali dengan
Peraturan Bupati.

Mengingat @ 1. Undang'Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

‘ Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

* Republik Indonesia Nomor 2851);




. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1996 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negarz Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemcriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
.Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tiihun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengclolaan Keuangan  Daerak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nemor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturcan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Waliketa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015
Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dun Wall
Walikota sebagaimana telah diubah dengan;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang

Pedoman Peryusunan Anggaran Pendapatan dan Bclanja
Daerah Tahun Anggaran 2016;




11.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolazan Keuangan Daerah {Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daeral: Kabupaten Be kas Nomer 1 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7);

12 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014
tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014
Nomor 8);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tehun 2015 Nomor 8);

l4.Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016
Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor |
Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
‘Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Dacrab
Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BEKAS! NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Fenjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2016 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan Lampran [ dan Lampiran 1, diubah sehingga harus dibaca
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

B. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2016
tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bckasi Tahun Anggaran 2016
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Bekasi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bekasi
Tahun Anggaran 2016, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini
dinyatakan tetap herlaku.
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Pasal II
Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini, dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal =0 Hed 2016

&~ O BUPATI BEKASI%

£ f %ﬁm YASIN



